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STRATEGI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI PROVINSI BALI BERBASIS NILAI TRI HITA KARANA

Imamujahid Imanullah Al Amin, Firman Hadi Rivai, Bambang Giyanto
imamujahidialamin@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

ABSTRAK

Permasalahan sampah di Provinsi Bali semakin kompleks seiring
meningkatnya jumlah penduduk, aktivitas pariwisata, dan keterbatasan kapasitas
pengelolaan sampah. Tingginya timbulan sampah, kondisi TPA yang telah melebihi
kapasitas, keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta belum
terintegrasinya kebijakan antar pemangku kepentingan menjadi tantangan utama
dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pendekatan
Collaborative Governance dinilai mampu mengintegrasikan peran pemerintah,
masyarakat, desa adat, sektor swasta, dan aktor lainnya dalam pengelolaan sampah
berbasis sumber. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Collaborative
Governance dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali serta merumuskan strategi
penguatannya.

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis
dilakukan menggunakan karakteristik pelaksanaan Collaborative Governance
Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Collaborative
Governance dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali telah berjalan cukup baik.
Pemerintah Provinsi Bali berperan sebagai inisiator dan fasilitator kolaborasi yang
didukung oleh pemerintah kabupaten/kota, desa adat, sektor swasta, komunitas
lingkungan, akademisi, dan masyarakat. Keunikan model kolaborasi di Bali terletak
pada peran desa adat sebagai collaborative hub yang menghubungkan sistem
pemerintahan formal dengan sistem sosial budaya masyarakat. Namun demikian,
masih terdapat tantangan berupa kesenjangan kapasitas antar aktor, belum
optimalnya koordinasi lintas sektor, dan belum meratanya partisipasi masyarakat.

Penelitian ini merumuskan lima strategi penguatan Collaborative
Governance, yaitu penguatan peran desa adat, penguatan kelembagaan kolaborasi
lintas sektor, pengembangan kemitraan sektor swasta berbasis ekonomi sirkular,
penguatan pendidikan dan inovasi pengelolaan sampah, serta penguatan sistem
pembinaan dan pengawasan kolaboratif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa
institusi sosial budaya lokal merupakan faktor kunci keberhasilan kolaborasi dalam
mewujudkan pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Pengelolaan Sampah, Desa Adat.
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ABSTRACT

Waste management in Bali Province has become increasingly complex due
to population growth, expanding tourism activities, and limited waste management
capacity. The increasing volume of waste generation, overcapacity of landfill sites,
inadequate waste management infrastructure and facilities, and the lack of policy
integration among stakeholders have become major challenges in achieving
sustainable waste management. The Collaborative Governance approach is
considered capable of integrating the roles of government, communities, traditional
villages, the private sector, and other stakeholders in source-based waste
management. This study aims to analyze the implementation of Collaborative
Governance in waste management in Bali Province and to formulate strategies for
its enhancement.

This study employed a descriptive qualitative method. Data were collected
through interviews, observations, and document analysis. The analysis was
conducted using the Collaborative Governance framework developed by Ansell and
Gash. The findings indicate that the implementation of Collaborative Governance
in waste management in Bali Province has been relatively effective. The Provincial
Government of Bali serves as the initiator and facilitator of collaboration,
supported by district and municipal governments, traditional villages, private
sector actors, environmental communities, academics, and local communities. A
distinctive feature of Bali’s collaborative model is the role of traditional villages as
collaborative hubs that connect the formal governmental system with the socio-
cultural system of the community. Nevertheless, several challenges remain,
including disparities in stakeholders’ capacities, suboptimal cross-sectoral
coordination, and uneven levels of community participation.

This study proposes five strategies to strengthen Collaborative Governance:
strengthening the role of traditional villages, enhancing cross-sector collaborative
institutions, developing circular economy-based partnerships with the private
sector, strengthening education and innovation in waste management, and
improving collaborative monitoring and supervision systems. The findings
demonstrate that local socio-cultural institutions constitute a key factor in the
success of collaborative efforts toward participatory and sustainable waste
management.

Keywords: Collaborative Governance, Waste Management, Traditional Villages.
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BAB |
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang
Bali sebagai salah satu destinasi wisata internasional, memainkan peran

penting dalam sektor pariwisata Indonesia. Keindahan alam Bali, budaya yang
kaya, serta keramahan penduduk lokal menjadi daya tarik utama bagi jutaan
wisatawan domestik dan mancanegara setiap tahunnya. Perkembangan pariwisata
Bali cenderung terpusat pada Kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan
Tabanan (Sarbagita), wilayah ini merupakan pusat ekonomi, budaya, dan daya tarik
wisata alam yang luar biasa. Terkonsentrasikannya pariwisata Bali pada Kawasan
Sarbagita ini juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti masalah kemacetan
dari dan ke destinasi wisata, peningkatan kebutuhan infrastruktur, serta
permasalahan lingkungan, termasuk permasalahan sampah yang perlu menjadi
perhatian serius untuk diselesaikan agar tidak menjadi ancaman nyata bagi
kelestarian alam Bali dan keberlangsungan pariwisata Bali.

Permasalahan sampah menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh
seluruh masyarakat, tidak hanya di Bali, melainkan regional, ataupun nasional.
Bahkan masalah sampah di Bali kerap kali menjadi sorotan media internasional.
Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, kemajuan teknologi, dan gaya
hidup tentunya berdampak terhadap meningkatnya jumlah timbulan sampah.
Permasalahan sampah tidak hanya berkaitan dengan jumlah timbulan sampah yang
terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk, terbatasnya lahan sebagai
tempat pembuangan akhir (TPA) juga tidak mampu menampung timbulan sampah
yang ditimbun ke TPA (landfill) secara berkelanjutan tanpa adanya upaya
penanganan ataupun pengurangan sampah. Tidak terkelolanya sampah dengan baik
akan berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran tanah
akibat kurang bijak dalam mengelola sampah plastik ataupun tidak tepatnya dalam
pengelolaan air limbah berbahaya, yang secara berkesinambungan apabila sampah

tidak terkelola dengan benar juga akan berakhir di perairan dan mencemari kualitas



serta ekosistem air, baik air sungai maupun di laut. Selain itu, dampak negatif
lainnya berpengaruh terhadap aspek sosial dan ekonomi, khususnya pariwisata Bali.
Citra Pulau Bali sebagai surga wisata menjadi negatif di mata wisatawan asing
akibat menumpuknya sampah, terutama sampah plastik, di berbagai lokasi wisata
dan pantai.

Laporan dari berbagai media internasional mengenai sampah yang
mencemari pantai-pantai terkenal Bali seperti Kuta dan Sanur, menjadi sorotan
negatif bagi wisatawan, Budiman (2022) “seorang turis Amerika yang berkunjung
di Bali mengungkapkan popularitas Bali sebagai tujuan wisata bisa anjlok bila
masalah sampah tidak tertangani dengan baik, terutama sampah plastik yang tidak
mudah terdekomposisi dan merusak lingkungan”. Selain itu di dalam artikel yang
sama, juga menyebutkan sejumlah media besar seperti The Guardian, CNN, dan
National Geographic sering menyorot keluhan dari turis-turis asing terkait masalah
sampah di Bali, hingga ada ungkapan dari para wisatawan yang menyebut Bali
sebagai “the Island of Trash”. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, tidak hanya
akan berdampak pada lingkungan tetapi juga berpengaruh terhadap eksistensi Bali
sebagai destinasi wisata unggulan.

Permasalahan saat ini, jumlah timbulan sampah atau jumlah produksi
sampah harian di Bali terus meningkat tidak hanya disebabkan dari aktivitas sehari-
hari rumah tangga, melainkan juga disebabkan tumbuhnya aktivitas pariwisata di
Bali yang turut menyumbang tingginya timbulan sampah. Berdasarkan data yang
dikutip dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), rata-rata
jumlah timbulan sampah harian di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan dari
tahun 2020 s.d 2025, berikut data timbulan sampah harian di Provinsi Bali Tahun
2020-2025:

Tabel I. 1
Timbulan Sampah Harian di Provinsi Bali Tahun 2020-2025

Timbulan Sampah Harian (ton/hari)
Kab./Kota

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Kab. Jembrana 164,70 | 162,73 | 162,94 | 163,74 | 164,28 | 165,44




. Timbulan Sampah Harian (ton/hari)

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Kab. Tabanan 230,82 | 230,82 N/A 232,67 N/A N/A
Kab. Badung 281,24 | 319,81 | 327,33 | 534,86 | 547,43 451,7
Kab. Gianyar 438,86 | 387,23 | 538,90 | 538,90 | 562,02 561
Kab. Klungkung N/A N/A 103,13 110,25 | 111,38 | 114,47
Kab. Bangli 108,98 | 110,90 | 111,88 | 112,86 | 113,86 114,2
Kab. Karangasem | 248,50 N/A 311,54 | 281,22 | 281,22 291,8
Kab. Buleleng 341,90 | 339,10 | 392,56 | 412,50 | 413,37 | 413,1
Kota Denpasar 663,26 | 957,59 | 866,61 | 980,78 | 1.004,9 N/A

Jumlah 2.479,24 | 2.508,17 | 2.814,89 | 3.367,77 | 3.198,5 | 2.111,71.

Sumber: data diolah dari SIPSN, 2026.

Melihat data timbulan sampah harian pada data tersebut di atas, sampah harian di
Kota Denpasar menjadi daerah dengan rata-rata timbulan sampah harian terbanyak
dan mengalami tren yang terus meningkat. Kawasan perkotaan Sarbagita menjadi
penyumbang timbulan sampah harian tertinggi di Provinsi Bali, dengan rata-rata
timbulan sampah harian pada tahun 2024 di Kota Denpasar mencapai 1.004,9
ton/hari, Kab. Gianyar mencapai 562,02 ton/hari, Kab. Badung mencapai 547,43
ton/hari, dan Kab. Tabanan mencapai 232,67 ton/hari. Selanjutnya, jika melihat dari
komposisi berdasarkan sumber sampah di Bali pada tahun 2025, sampah rumah
tangga menjadi sumber sampah yang mendominasi, yaitu mencapai 60,96% dari
total timbulan sampah yang ada, kemudian disusul dengan sampah pasar (12,14%),
sampah kawasan (7,22%) dan sampah lain-lain.

Permasalahannya, kondisi TPA Regional Suwung yang cakupan
wilayahnya meliputi Kota Denpasar dan Kab. Badung saat ini telah over kapasitas,
sebagaimana pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, “TPA
Regional Suwung sudah melebihi kapasitas dan harus segera ditutup karena
kondisinya sudah tidak layak. Terlebih TPA itu selama ini menjadi lokasi
pembuangan sampah di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Hal ini juga

mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat, kegiatan pariwisata, serta



menimbulkan kerusakan ekosistem di sekitarnya”. Bahkan pada saat musim
kemarau TPA Suwung juga kerap kali mengalami kebakaran akibat tingginya
kandungan gas metana pada tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik.
Salah satunya terjadi pada bulan Oktober 2023 TPA Regional Suwung mengalami
kebakaran besar hingga Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar
menetapkan status tanggap darurat bencana untuk mengatasi kebakaran TPA
tersebut dan memerlukan waktu 14 hari sampai proses pendinginan selesai.
Menurut Pj. Gubernur Bali, “Terbakarnya TPA Suwung dan sejumlah TPA di Bali
harus jadi pembelajaran bagaimana dalam mengelola sampah agar tidak bergantung
pada TPA sebagai pembuangan terakhir”, ke depan pengelolaan sampah di Bali
diharapkan dapat tertangani dari sumber sampahnya, dan residu sampah dapat
terkelola habis pada Tempat Pengelolaan Sampah 3 Reduce, Reuse, dan Recycle
(TPS3R) dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sehingga di Bali
ke depan tidak perlu ada lagi TPA.

Menjadi persoalan lainnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana
infrastruktur untuk mengelola sampah di sumber tidak tersedia secara merata
seperti di rumah tangga dan komunitas, masih menjadi salah satu persoalan utama
dalam pengelolaan sampah di Bali, hal ini sebagaimana data sebaran Fasilitas
Pengolahan Sampah TPS3R dan TPST di Provinsi Bali.

Tabel I. 2
Jumlah TPST dan TPS3R di Provinsi Bali

JUMEAKI STATUS
TAHUN 2024

Il |- L TIDAK/
NO| KAB/KOTA |DESA/| DESA AKTIF R AN
KEL | ADAT [TPS3R|TPST [BEROPERASI| [SmE
TPS3R [TPST TPS3R[TPST
1 | DENPASAR 43 35 % | 3 | 26 | 1 - 2
2 | BADUNG 62 | 122 | 33 | 2 | 30 i 3 | 2
3 | GIANYAR 70 | 273 | 43 | o | 38 i 5 i
4 | TABANAN 133 | 349 | 44 | - 6 - | a8 | -
5 [KLUNGKUNG | 59 | 122 | 37 | 1 | 37 | 1 i i
6 | KARANGASEM| 78 | 190 | 16 | - 7 i 9 ]




JUMLAH

TAHUN 2024 SIS
JMES IV TIDAK/
NO| KAB/KOTA |DESA/| DESA AKTIF CUmaRE
KEL | ADAT [TPS3R| TPST [BEROPERASI| SENANS
TPS3R TPST TPS3RTPST
7 | BULELENG 148 | 170 | 53 | - | 30 | - | 23 | -
8 | JEMBRANA 51 | 64 | 13 | 1 | 12 | 1 | 1 | -
9 | BANGLI 72 | 168 | 11 | - 9 i 2 | -
TOTAL 716 | 1493 | 276 | 7 | 195 | 3 | 81 | 4

Sumber: data diolah dari SIPSN, 2026.

Melihat data pada Tabel 1.2 tersebut di atas, dari 716 jumlah desa dan
kelurahan di Provinsi Bali, hanya tersedia 276 TPS3R dan 7 TPST, diantaranya 195
TPS3R dan 3 TPST berstatus aktif beroperasi. Kurangnya fasilitas pemilahan
sampah yang terintegrasi seperti keterjangkauan dan ketersediaan TPS3R dan TPST
menjadi kendala lain dalam pengelolaan sampah di Bali, padahal keberadaan sarana
dan prasarana tersebut merupakan salah satu solusi efektif dalam mengurangi
volume sampah plastik dan mendorong untuk dilakukannya daur ulang terhadap
sampah plastik. Hal lain, keberadaan bank sampah juga menjadi penting sebagai
media penukaran sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat sekaligus sebagai
stimulus sirkuler ekonomi. Hal ini membuat proses pemilahan dan pengumpulan
sampah yang seharusnya dapat mengurangi sampah rumah tangga tidak terlaksana
dengan baik, sebagaimana pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Bali “Minimnya ketersediaan TPS3R dan TPST, terutama di
daerah-daerah yang padat, membuat sampah tidak dapat diproses secara optimal
sejak dari sumbernya, sehingga mengakibatkan banyak sampah yang langsung
dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa melalui proses pemilahan dan
pengolahan yang memadai”.

Dalam upaya mengatasi permasalahan sampah tersebut, Pemerintah
Provinsi Bali telah menetapkan beberapa kebijakan untuk mendorong pengurangan
timbulan sampah ataupun mengurangi sampah yang terbuang, seperti:

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Sampabh;



2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi
Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan
Sampah Plastik Sekali Pakai;
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah
Berbasis Sumber; dan
5. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih
Sampah.
Regulasi-regulasi tersebut dimaksudkan agar penanganan sampah di Bali dilakukan
dengan pendekatan yang lebih komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir,
dengan mewajibkan produsen sampah untuk memilah sampah berdasarkan
jenisnya, seperti sampah organik (sampah yang mudah terurai), sampah anorganik
(sampah yang tidak mudah terurai), dan sampah yang mengandung B3 (bahan
berbahaya dan beracun), sehingga sampah yang terpilah dapat dikelola dengan tepat
di TPS3R dan/atau TPST, serta mengurangi jumlah residu sampah yang dibuang ke
TPA. Selain melalui upaya pemilahan sampah Pemerintah Daerah juga mendorong
masyarakat agar mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam aktivitas
sehari-hari guna mengurangi timbulan sampah plastik, serta melakukan
pengelolaan sampah secara komprehensif baik secara mandiri dan/atau bekerja
sama dengan desa adat, desa/kelurahan, ataupun dengan lembaga swasta.
Harapannya dengan adanya regulasi tersebut, dapat mendorong pergeseran
paradigma lama pengelolaan sampah ke paradigma baru dalam mengelola sampah
yang dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir, yaitu dimulai dari
mengumpulkan sampah, memilah sampah berdasarkan jenisnya, mengolah sampah
yang dapat di daur ulang, mengangkut residu sampah untuk selanjutnya residu
sampah di kelola dengan teknologi ramah lingkungan, sehingga permasalahan
sampah di Bali dapat terselesaikan.
Di sisi lain, berbagai kebijakan dan upaya pengelolaan sampah yang telah
dilakukan masih belum optimal dalam mengatasi permasalahan sampah di Bali. Hal
ini disebabkan oleh minimnya sinergi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat



pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Bahkan sering Kkali, kebijakan
pengelolaan sampah yang diambil oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi. Sehingga collaborative governance
dalam mengatasi persoalan sampah di Bali ini menjadi pendekatan yang paling
relevan, di mana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat
dioptimalkan untuk menemukan solusi pengelolaan sampah yang lebih
komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan collaborative governance ini sangat
penting mengingat kompleksitas permasalahan sampah di Bali, mulai dari
pengelolaan di tingkat rumah tangga hingga penggunaan teknologi ramah
lingkungan di tempat pembuangan akhir. Melalui kolaborasi yang erat, pemerintah
dapat membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih inklusif, partisipasi, dan
terintegrasi, dengan dukungan masyarakat serta sektor swasta sebagai mitra
strategis dalam menyelesaikan masalah sampah.

Dalam konteks pengelolaan sampah, kekuatan desa adat yang mengakar
kuat dalam kehidupan masyarakat merupakan modal sosial dan kultural yang sangat
penting. Desa adat di Bali bukan hanya dipahami sebagai institusi sosial tradisional,
tetapi juga sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki sistem nilai,
norma, kewenangan, dan mekanisme pengaturan sosial yang hidup dalam
keseharian masyarakat Bali. Keberadaan desa adat menjadi salah satu karakteristik
utama yang membedakan Bali dengan daerah lain, karena desa adat memiliki
kedudukan yang kuat dalam membentuk perilaku kolektif masyarakat, menjaga
harmoni sosial, serta mengatur kehidupan krama adat melalui awig-awig, pararem,
dan berbagai praktik sosial-budaya yang ditaati secara turun-temurun. Oleh
karenanya, Permasalahan sampah tidak cukup diselesaikan hanya melalui
pendekatan administratif dan teknokratis oleh pemerintah, tetapi juga memerlukan
perubahan perilaku masyarakat sejak dari sumbernya. Pada titik inilah desa adat
memiliki peran strategis, karena mampu menggerakkan partisipasi masyarakat
melalui pendekatan budaya, pengaplikasian nilai-nilai Tri Hita Karana
(Parahyangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, Pawongan berarti

hubungan antar sesama manusia, dan Palemahan hubungan antara manusia dengan



alam lingkungan sekitar), kepatuhan sosial, serta tanggung jawab kolektif terhadap
kebersihan lingkungan.

Mendasari berbagai kendala dalam mengatasi permasalahan sampah di
Provinsi Bali, penelitian ini menjadi penting karena Bali memiliki kompleksitas
sekaligus kekuatan yang khas. Di satu sisi, Bali menghadapi tekanan besar akibat
tingginya timbulan sampah, keterbatasan kapasitas TPA, belum meratanya
infrastruktur pengolahan sampabh, serta dampak langsung terhadap citra pariwisata.
Namun di sisi lain, Bali memiliki modal sosial berupa keberadaan desa adat yang
mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dan berpotensi menjadi penguat utama
dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Oleh karena itu, penelitian ini
difokuskan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali, sekaligus
merumuskan strategi kolaboratif yang menempatkan pemerintah daerah, desa adat,
masyarakat, sektor swasta, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai
aktor bersama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

B. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, peneliti

mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Tingginya volume sampah harian di Provinsi Bali khususnya pada Kawasan
Sarbagita akibat tidak optimalnya pengurangan dan pemilihan sampah di
sumber.

2. Kondisi TPA Regional Suwung yang cakupan layanannya meliputi Kota
Denpasar dan Kab. Badung telah over kapasitas.

3. Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana pengolahan
sampah pada tingkat produsen ataupun tingkat komunitas/lingkungan.

4. Munculnya perspektif/pandangan negatif terhadap pariwisata Bali akibat tidak
tertanganinya permasalahan sampah di Bali yang berdampak pada menurunnya
citra Bali sebagai destinasi wisata dunia.

5. Kebijakan dan upaya pengelolaan sampah di Bali masih berjalan secara parsial

(silo) dan tidak terintegrasi.



C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah dan uraian identifikasi masalah,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1.

Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan collaborative
governance dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali berdasarkan prinsip Tri
Hita Karana?

Apa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di
Provinsi Bali dalam perspektif collaborative governance berdasarkan prinsip
Tri Hita Karana?

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini, adalah:

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali
berdasarkan prinsip Tri Hita Karana.

Merumuskan strategi collaborative governance yang tepat dalam pengelolaan
sampah di Provinsi Bali berdasarkan prinsip Tri Hita Karana.

Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

Manfaat akademis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi praktik
penerapan model collaborative governance berdasarkan prinsip Tri Hita
Karana khususnya dalam konteks mengatasi persoalan sampah, serta
bermanfaat bagi pengembangan studi akademis/penelitian dimasa yang akan
datang terkait pengelolaan sampah di kawasan perkotaan.

Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
yang konkret bagi pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah daerah dalam
merancang kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan
berbasis kolaborasi dengan mengintegrasikan peran pemerintah, swasta dan

masyarakat berdasarkan prinsip Tri Hita Karana.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Collaborative Governance dalam

pengelolaan sampah berbasis sumber di Provinsi Bali, dapat disimpulkan beberapa
hal sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Collaborative
Governance dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali Berdasarkan
Prinsip Nilai Tri Hita Karana

Pelaksanaan Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di

Provinsi Bali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Permasalahan
sampah di Bali merupakan persoalan publik yang kompleks (wicked problem)
karena tidak hanya terkait dengan meningkatnya timbulan sampah, keterbatasan
infrastruktur, dan tekanan terhadap TPA, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku
masyarakat, perkembangan pariwisata, kapasitas kelembagaan, ketersediaan
sumber daya, serta koordinasi antaraktor. Menurut Ansell dan Gash, faktor-faktor
tersebut dapat dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu kondisi awal (starting
conditions), desain kelembagaan (institutional design), kepemimpinan fasilitatif
(facilitative leadership), dan proses kolaboratif (collaborative process).

Pertama, pada aspek kondisi awal, kolaborasi didorong oleh meningkatnya
permasalahan sampah, ketergantungan sumber daya antaraktor, perbedaan
kapasitas wilayah, serta keberadaan modal sosial desa adat. Tingginya timbulan
sampah dan beban TPA menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja
sendiri. Pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan masyarakat, desa adat,
sektor swasta, komunitas lingkungan, dan akademisi yang saling bergantung dalam
sumber daya dan dukungan kebijakan. Sektor pariwisata memiliki peran ganda,
yaitu sebagai penyumbang timbulan sampah sekaligus pendorong perbaikan tata
kelola lingkungan karena kebersihan menjadi bagian penting dari daya saing Bali
sebagai destinasi wisata. Oleh karena itu, sektor ini perlu dilibatkan dalam

pengelolaan sampah berbasis sumber dan ekonomi sirkular. Sementara keberadaan
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desa adat menjadi faktor khas Bali. Dengan legitimasi sosial dan budaya yang kuat,
desa adat mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam norma lokal
melalui awig-awig, perarem, dan mekanisme sosial lainnya. Karena itu, desa adat
menjadi modal sosial penting yang memperkuat kolaborasi dan menjembatani
kebijakan dengan tindakan masyarakat.

Kedua, dari aspek desain kelembagaan, Bali telah memiliki dasar regulasi
yang cukup kuat melalui kebijakan pembatasan plastik sekali pakai, pengelolaan
sampah berbasis sumber, pelibatan desa adat, dan gerakan Bali bersih sampah.
Namun, forum koordinasi yang ada masih perlu diperkuat menjadi forum
kolaborasi yang lebih permanen, inklusif, dan berbasis rencana aksi bersama. Selain
itu, keterlibatan aktor non-pemerintah, sistem data, pelaporan, indikator kinerja,
dan akuntabilitas bersama perlu ditingkatkan agar kolaborasi lebih terukur dan
berkelanjutan.

Ketiga, pada aspek kepemimpinan fasilitatif, Pemerintah Provinsi Bali
berperan sebagai inisiator, regulator, fasilitator, dan koordinator dalam mendorong
perubahan paradigma dari pola kumpul-angkut-buang menuju pengelolaan sampah
berbasis sumber. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjalankan fungsi
pembinaan dan koordinasi teknis, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab
pada implementasi wilayah, sedangkan desa adat berperan sebagai pemimpin sosial
di tingkat komunitas. Dalam konteks Bali, kepemimpinan fasilitatif tidak hanya
berasal dari pemerintah, tetapi juga dari desa adat yang memiliki kedekatan dengan
masyarakat dan mampu membangun kepatuhan melalui pendekatan budaya.
Karena itu, desa adat dapat berfungsi sebagai collaborative hub. Meski demikian,
masih terdapat tantangan berupa perbedaan kapasitas kepemimpinan lokal,
ketergantungan pada aktor tertentu, dan koordinasi lintas sektor yang belum
konsisten.

Keempat, dari aspek proses kolaboratif, pengelolaan sampah di Bali telah
dilakukan melalui dialog kebijakan, koordinasi, sosialisasi, pembinaan, kampanye
pengurangan plastik, penguatan desa adat, pengelolaan TPS3R/TPST, bank

sampah, serta berbagai inisiatif komunitas dan sektor swasta. Proses ini
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menunjukkan adanya dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan
pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber.
Pemahaman bersama telah berkembang bahwa pengelolaan sampah tidak dapat lagi
bergantung pada pola kumpul-angkut-buang. Nilai Tri Hita Karana, khususnya
aspek Palemahan, turut memperkuat kesadaran bahwa menjaga lingkungan
merupakan tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual masyarakat Bali. Namun,
proses kolaboratif masih perlu ditingkatkan. Dialog antar aktor masih cenderung
konsultatif, sementara partisipasi masyarakat, sektor swasta, dan kelembagaan
lokal belum merata. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang lebih terbuka,
transparansi data, pembinaan berkelanjutan, pembagian peran yang jelas,
monitoring bersama, dan replikasi praktik baik.

Berdasarkan keempat faktor tersebut, temuan penelitian ini menunjukkan
bahwa faktor Collaborative Governance yang paling dominan dalam pengelolaan
sampah di Provinsi Bali adalah kepemimpinan fasilitatif (facilitative leadership).
Faktor ini menjadi paling menentukan karena mampu menggerakkan faktor-faktor
lainnya, baik kondisi awal, desain kelembagaan, maupun proses kolaboratif.
Kepemimpinan fasilitatif terlihat dari peran Pemerintah Provinsi Bali sebagai
inisiator, regulator, koordinator, dan fasilitator dalam mendorong perubahan
paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul-angkut-buang menuju
pengelolaan sampah berbasis sumber.

Dominasi kepemimpinan fasilitatif juga tampak dari kemampuan
pemerintah daerah dalam membangun arah kebijakan, menyusun regulasi,
mendorong koordinasi lintas sektor, memfasilitasi pelibatan desa adat, serta
membuka dukungan sumber daya, termasuk dukungan sarana prasarana dan
pemanfaatan lahan untuk pembangunan TPS3R. Tanpa kepemimpinan fasilitatif
yang kuat, keberadaan regulasi, forum koordinasi, partisipasi masyarakat, dan
keterlibatan aktor non-pemerintah tidak akan berjalan secara efektif dan
berkelanjutan. Namun demikian, dalam konteks Bali, kepemimpinan fasilitatif
tidak hanya bertumpu pada pemerintah formal. Faktor ini diperkuat oleh
keberadaan desa adat yang memiliki legitimasi sosial, budaya, dan kedekatan
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langsung dengan masyarakat. Desa adat berperan sebagai collaborative hub yang
menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam norma lokal melalui awig-awig dan
perarem, membangun kepatuhan sosial, serta menggerakkan partisipasi krama
dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Oleh karena itu, faktor dominan dalam
pelaksanaan Collaborative Governance di Bali adalah kepemimpinan fasilitatif
yang bersifat ganda, yaitu kepemimpinan formal pemerintah dan kepemimpinan

sosial-kultural desa adat.

2. Strategi Penguatan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah
di Provinsi Bali Berdasarkan Prinsip Nilai Tri Hita Karana
Strategi Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Provinsi

Bali perlu diarahkan pada penguatan ekosistem kolaborasi secara menyeluruh

dengan mengintegrasikan peran pemerintah, desa adat, sektor swasta, komunitas

lingkungan, akademisi, dan masyarakat dalam satu sistem kerja yang terarah dan
berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang dapat dilakukan adalah
sebagai berikut:

a. Memperkuat forum kolaborasi lintas sektor yang permanen, inklusif, dan
berbasis rencana aksi bersama. Forum ini perlu menjadi ruang koordinasi,
penyusunan solusi, pembagian peran, penyelesaian hambatan, dan evaluasi
bersama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

b. Memperkuat desa adat sebagai collaborative hub pengelolaan sampah berbasis
sumber melalui peningkatan kapasitas prajuru adat, penyusunan dan
implementasi perarem, integrasi isu sampah dalam agenda desa adat, serta
pemberian insentif bagi desa yang berhasil.

c. Memperkuat kapasitas kelembagaan, sarana prasarana, dan sistem operasional
pengelolaan sampah berbasis sumber, termasuk pengelola TPS3R/TPST, bank
sampah, pengolahan sampah organik, sistem pengangkutan terpilah, dan
dukungan pembiayaan berkelanjutan.

d. Memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dan pelaku pariwisata melalui
pengurangan sampah dari sumber, pemilahan sampah, dukungan terhadap
TPS3R/TPST dan bank sampah, serta pengembangan ekonomi sirkular yang

lebih terstruktur dan berkelanjutan.
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e. Memperkuat edukasi, komunikasi publik, dan perubahan perilaku berbasis
budaya lokal. Nilai Tri Hita Karana, Sad Kerthi, gotong royong, dan tanggung
jawab krama perlu dijadikan dasar dalam membangun kesadaran masyarakat
terhadap pengelolaan sampah.

f. Memperkuat sistem data, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas kolaboratif
agar pengelolaan sampah dapat diukur secara lebih akurat dan menjadi dasar
pengambilan kebijakan yang efektif.

g. Mereplikasi praktik baik dan mengembangkan model kolaborasi sesuai
karakteristik wilayah, mengingat Bali memiliki keragaman kawasan perkotaan,
pariwisata, pesisir, desa adat, pasar tradisional, dan perdesaan.

Dengan demikian, strategi Collaborative Governance yang paling relevan
bagi pengelolaan sampah di Provinsi Bali adalah menjadikan pengelolaan sampah
berbasis sumber sebagai agenda bersama seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah berperan sebagai pengarah dan koordinator, desa adat sebagai simpul
kolaborasi dan penggerak sosial, sektor swasta sebagai pendukung pembiayaan dan
ekonomi sirkular, komunitas lingkungan sebagai pendamping dan edukator,
akademisi sebagai penyedia kajian berbasis bukti, serta masyarakat sebagai pelaku
utama pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian, pelaksanaan Collaborative Governance

dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali pada dasarnya telah memiliki fondasi
yang relatif kuat. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya dukungan regulasi,
kepemimpinan Pemerintah Provinsi Bali sebagai inisiator dan fasilitator,
keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, serta keberadaan desa adat sebagai
modal sosial dan collaborative hub dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis
sumber. Namun demikian, efektivitas kolaborasi tersebut masih perlu diperkuat
karena pengelolaan sampah di Bali merupakan persoalan publik yang kompleks
(wicked problem) dan tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor secara sendiri-sendiri.
Penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama masih berkaitan dengan belum

optimalnya koordinasi lintas sektor, belum meratanya kapasitas kelembagaan dan
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sarana prasarana antarwilayah, belum konsistennya partisipasi masyarakat dan
sektor swasta, serta belum kuatnya sistem data, monitoring, evaluasi, dan
akuntabilitas kolaboratif. Oleh karena itu, saran dalam penelitian ini diarahkan
untuk memperkuat ekosistem kolaborasi secara menyeluruh, baik pada aspek
kelembagaan, kepemimpinan, kapasitas implementasi, perubahan perilaku
masyarakat, kemitraan multipihak, maupun pengembangan kajian ilmiah

selanjutnya.

1. Saran Praktis
a. Kepada Pemerintah Provinsi Bali

Pemerintah Provinsi Bali perlu memperkuat tata kelola kolaboratif
pengelolaan sampah melalui forum kolaborasi lintas sektor yang permanen,
inklusif, dan memiliki mandat, pembagian peran, indikator Kkinerja, serta
mekanisme evaluasi yang jelas, sekaligus meningkatkan fungsi koordinasi,
pembinaan, dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota,
desa/kelurahan, desa adat, dan pelaku usaha dalam aspek teknis,
kelembagaan, pembiayaan, serta perubahan perilaku masyarakat. Selain itu,
diperlukan pengembangan sistem data terpadu pengelolaan sampah yang
memuat berbagai informasi penting terkait timbulan, pengolahan, dan
kinerja pengelolaan sampah agar kebijakan yang diambil lebih berbasis
bukti dan dapat dievaluasi secara berkala.

b. Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Pemerintah kabupaten/kota perlu memperkuat implementasi
pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai kondisi wilayah masing-
masing dengan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang
memadai, seperti TPS3R, TPST, bank sampah, fasilitas pengolahan
organik, serta sistem pengangkutan sampah terpilah. Selain itu, pemerintah
daerah perlu memperkuat kelembagaan pengelola sampah di tingkat
desa/kelurahan dan membangun koordinasi yang lebih erat antara desa dinas
dan desa adat agar kebijakan administratif dapat berjalan selaras dengan

norma sosial dan budaya masyarakat. Upaya tersebut juga harus didukung
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olen alokasi pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan, karena
pengelolaan sampah memerlukan dukungan anggaran, sumber daya
manusia, kelembagaan, serta pemeliharaan fasilitas secara konsisten dan
tidak dapat bergantung pada program yang bersifat sesaat.
Kepada Desa Adat

Desa adat perlu diperkuat sebagai collaborative hub dalam
pengelolaan sampah berbasis sumber melalui penyusunan atau penguatan
perarem yang mengatur kewajiban pemilahan sampah, pengurangan plastik
sekali pakai, pengelolaan sampah organik, jadwal pengangkutan terpilah,
sanksi sosial, dan insentif bagi krama yang patuh sesuai karakteristik
wilayah masing-masing. Bersama desa/kelurahan, desa adat juga perlu
mengintegrasikan pengelolaan sampah ke dalam agenda rutin masyarakat,
seperti paruman, kegiatan banjar, gotong royong, kegiatan keagamaan, dan
edukasi lingkungan, sehingga pengelolaan sampah dipahami tidak hanya
sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai tanggung jawab
menjaga kesucian, kebersihan, dan keharmonisan lingkungan sesuai nilai
Tri Hita Karana. Selain itu, desa adat dan desa/kelurahan perlu memperkuat
kerja sama dengan komunitas lingkungan, pengelola TPS3R/TPST, bank
sampah, pelaku usaha, dan sekolah agar pengelolaan sampah berbasis
sumber dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan.
d. Kepada Sektor Swasta dan Pelaku Pariwisata

Sektor swasta, khususnya pelaku pariwisata, hotel, restoran, pusat
perdagangan, dan sektor jasa, perlu meningkatkan tanggung jawab dalam
pengurangan sampah melalui pemilahan dari sumber, pengurangan plastik
sekali pakai, pengelolaan sampah organik, serta kerja sama dengan
TPS3R/TPST, bank sampah, komunitas lingkungan, dan desa adat.
Keterlibatan sektor swasta juga perlu diwujudkan dalam kemitraan jangka
panjang, tidak hanya melalui CSR yang bersifat sementara, dengan
berkontribusi pada penyediaan teknologi pengolahan sampah, dukungan

pembiayaan, pengembangan ekonomi sirkular, inovasi produk ramah
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lingkungan, dan penguatan rantai nilai daur ulang. Selain itu, pelaku
pariwisata perlu menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari
standar pariwisata berkelanjutan guna menjaga kualitas lingkungan
sekaligus memperkuat citra dan daya saing Bali sebagai destinasi wisata
dunia.
e. Kepada Komunitas Lingkungan, NGO, Akademisi, dan Media

Komunitas lingkungan dan NGO perlu terus memperkuat edukasi,
pendampingan, kampanye perubahan perilaku, serta pengembangan praktik
baik pengelolaan sampah berbasis sumber secara berkelanjutan agar
pemilahan sampah menjadi kebiasaan sosial. Akademisi perlu
meningkatkan kontribusi melalui penelitian, evaluasi kebijakan, inovasi
teknologi tepat guna, pengukuran efektivitas program, dan penyusunan
rekomendasi berbasis bukti yang terhubung dengan kebutuhan kebijakan
sehingga dapat diadopsi oleh pemerintan dan pemangku kepentingan
lainnya. Sementara itu, media perlu memperluas komunikasi publik,
mempublikasikan praktik baik, mengawasi implementasi kebijakan, dan
membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan
sampah berbasis sumber.
f. Kepada Masyarakat

Masyarakat sebagai penghasil sampah perlu menjadi aktor utama
dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Partisipasi masyarakat tidak
cukup hanya diwujudkan melalui kepatuhan membuang sampah pada
tempatnya, tetapi juga melalui pengurangan timbulan sampah, pemilahan
sampah organik dan anorganik, pemanfaatan bank sampah, pengolahan
sampah organik, serta dukungan terhadap aturan desa adat dan kebijakan
pemerintah. Perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama
keberhasilan pengelolaan sampah di Bali. Oleh karena itu, masyarakat perlu
memahami bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab
pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga
kesehatan, kebersihan, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan Bali.
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2. Saran Akademis
Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang

lebih mendalam mengenai efektivitas peran desa adat sebagai collaborative hub
dalam pengelolaan sampah berbasis sumber melalui studi komparatif antara
desa adat yang berhasil dan belum berhasil menerapkan pengelolaan sampah
guna mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi di
tingkat lokal. Selain itu, penelitian dapat menggunakan pendekatan kuantitatif
atau metode campuran untuk mengukur dampak kolaborasi terhadap penurunan
timbulan sampah, peningkatan pemilahan dari sumber, pengurangan residu ke
TPA, peningkatan partisipasi masyarakat, serta efektivitas TPS3R/TPST,
sehingga tidak hanya menggambarkan proses kolaborasi secara kualitatif tetapi
juga menghasilkan ukuran dampak yang lebih objektif. Penelitian lanjutan juga
perlu mengkaji keterlibatan sektor pariwisata dan sektor swasta dalam
pengembangan ekonomi sirkular mengingat kedua sektor tersebut memiliki
peran strategis dalam mendukung pembiayaan, inovasi, dan praktik pengelolaan
sampah berkelanjutan.

C. Kontribusi Penelitian
1. Kontribusi Teoretis

Penelitian ini memperkaya penerapan model Collaborative Governance
Ansell dan Gash dalam konteks pengelolaan sampah berbasis sumber di
daerah yang memiliki kekhasan sosial budaya. Penelitian ini menunjukkan
bahwa empat dimensi utama dalam model Ansell dan Gash, yaitu kondisi
awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif,
dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika kolaborasi dalam
pengelolaan sampah di Bali. Kontribusi teoritis utamanya terletak pada
penegasan bahwa desa adat dapat diposisikan sebagai faktor khas dalam
pelaksanaan Collaborative Governance, tidak hanya sebagai aktor
kolaborasi tetapi juga sebagai collaborative hub yang menghubungkan
kebijakan pemerintah dengan tindakan kolektif masyarakat, sehingga
memperluas pemahaman mengenai Collaborative Governance melalui

dimensi modal sosial budaya lokal sebagai penguat proses kolaboratif.
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Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak
hanya dipengaruhi oleh kapasitas formal pemerintah, tetapi juga oleh
legitimasi sosial, norma lokal, kepemimpinan komunitas, dan nilai budaya;
dalam konteks Bali, nilai Tri Hita Karana dan kelembagaan desa adat
menjadi unsur penting yang memperkuat kepercayaan, kepatuhan sosial,
pemahaman bersama, dan komitmen masyarakat terhadap pengelolaan
sampah berbasis sumber.

Kontribusi Praktis

penelitian ini memberikan rumusan strategi penguatan Collaborative
Governance yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan berbagai
pemangku kepentingan dalam memperbaiki tata kelola sampah di Provinsi
Bali, meliputi penguatan forum kolaborasi lintas sektor, desa adat sebagai
collaborative hub, kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana, kemitraan
sektor swasta dan ekonomi sirkular, edukasi dan komunikasi publik, sistem
data dan monitoring, serta replikasi praktik baik berbasis wilayah. Strategi
tersebut dapat menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, desa adat, komunitas lingkungan, pelaku usaha, akademisi,
dan masyarakat dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber,
sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat
bergantung pada kemampuan para aktor untuk bekerja sama, berbagi peran,
membangun kepercayaan, dan menjaga komitmen secara berkelanjutan.
Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan model tata
kelola kolaboratif berbasis kearifan lokal. Model yang dirumuskan dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di Bali
tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi dan kapasitas pemerintah,
tetapi juga oleh kemampuan mengintegrasikan pemerintahan formal dengan
kelembagaan adat, nilai budaya, dan partisipasi masyarakat.

Dengan menempatkan desa adat sebagai collaborative hub, penelitian ini
menawarkan pendekatan tata kelola yang kontekstual bagi daerah yang
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memiliki kelembagaan sosial budaya kuat. Model ini tidak hanya relevan
untuk pengelolaan sampah di Bali, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi
pengembangan tata kelola kolaboratif pada isu-isu pembangunan
berkelanjutan lainnya yang membutuhkan sinergi antara pemerintah,
masyarakat, sektor swasta, komunitas, akademisi, dan kelembagaan lokal.
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